
BT]PATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SEL{TAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR e TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa kemerdekaan dan kebebasan untuk beribadah
menurut agama dan keyakinannya meeing-uasing
merupakan ha& asasi setiap warga;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2O0g ten&ng
Penyelenggaraan lbada}r Haji, pemerintah sebagai

penyelenggaran ibadah haji wajib mengelola dan
melaksanakaa penyelenggaraan ibadah haji;

c, bahwa penyelenggaraaa ibadah haji bertujuan untuk
memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindmgan

' yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji schingga dapat
menunaikan ibadahnya dengan amaa, tertib dan
lancar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan oebs€aimana

dimatsnd dalam huruf a, huruf b, dan huruJ q perlu

-eneiapt an peraturan Da€rah tentang
Penyelenggaraan Ibadah Heii di lkbupeten Musi
Rawas.

Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undalg-Undang Dasar Negala
Republik Indonesia Tahun l94S;

2. Undang-LJndang Nomor 2g Tahun l9S9 tenteng
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Koiapraja di
Sunatera Selatan (Iembalan Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
IrmbaraD Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1E2l);



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20O8 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Hqii (kmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 60,)

Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia
Nomor 4845);

4. Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan
Ieabaran Negar:a Republik Indonesia Nomor S5g7)

sebagaimana telah diubah beberapa kali f616ktf1
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik lndoneda
Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

5, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 296,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5605);

5. Peraturan Pemerintah Nomor Z9 Tahun 2Ol2
tentang Pelaksanaan Undaag-Undang Nomor 13

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji da:r
Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesie
Tahun 2012 Nomor 186, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dcngan Persetujuan Bersaraa

DEWAN PERUTAKII/q,N RAIffAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMI.IIUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEL,ENGGARAAN

IBADAH IIA.II DI KABUPATEN MUSI RAWAS-

Menetapkal :



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturafl Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten ad.lch Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatcn Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah selanjutnya disingkat DPRD qdalsh

Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Ikbupatcn Musi Rawas.

5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor KeEcnterian Agams

Kabupa.ten Musi Rawas.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dat*}'
penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kcwenangan Kabupat n.

7. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang sclanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keualgan Tahunan Pcmerintah Kabupaten
yang dibahas dan dis€tujui bersama antara Pemerintah Kabupaten

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditEtapkan dengan

Peraturan Daerah.

8. Ibadah Haji adalah rukun lclam yang kelima Jrang merupaksn
kewajiban sekali scumur hidup bagi setiap orang Islam yang -e-nu
menunaikannya.

9. Penyelenggaraan Ibada} Haji adalah rangkaian keglatan pengelolaan

pelaksanaan lbadah Heii yarlg meliputi pelayqnan, dan
perlindungan Jeaaa}l Haji.

f0. Jamaah Haji adalah penduduk Ikbupat6n Musi Flawes yang beragaEa
Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji
sesuai dengan pcrsyaratan yang ditetapkan dan masuk Aate'n/, rj,tota
pemberangkatan pada tahun berkenaan.

11. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang s€lanjutnya disingkat
PPIHD adalah peritia yang dibentuk Bupati untuk mengatur da-n

mempersiapkan pemberangkatan dan pemulangan Jcaaah Haji dari
Embarkasi dan/atau Debarkasi ke Kabupaten yang terd.iri dari unsur
Kementerian AAama, perankat daerah dan instansi tcrkait yang
ditetpkar dengan Keputusan Bupati.
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12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adslah

petugas yarg ditetapkan oleh Bupati yang menyertai kebcrangkatan

Jemaah Haji untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di
kloter.

13. Tito Kesehatart Haji Daerah yang selanjutnya disingkBt TKIID adalah
petugas yang ditetapkan oleh Bupati untuk aemlaailitasi
kesehatan kepa& Jemaah Haji di kloter dari Embarkasi ke Tanah Suci

disebut TKHI.

14. Trarsportasi adalah pengangkutan yallg disedia&an bagi Jamarh Haji
termasuk petugas dan/atau panitia selama bcrada di l(abupaten
selaniutnya menuju Embarka8i dan dari Debarkasi kedbali ke
Kabupaten,

15. Embarkasi adalah aBrarna haji atau tempat pcEbcrangkatarl Jemaah
Haji berupa pelabuhan/bandar udara dari tanah air ke hrar negeri.

16. Debarkasi adalah asrama haji atau tempat pemulangan Jemaah Haji
berupa pelabuha:r/bandar udara dari tanah air ke luar negeri.

pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji rlileksanakan berdasarkan asas
kemanusiaaa, keadilan, profesionalitas dan akuntabcl.

Penyelenggaraan Ibadah Haji berhrjuan untuk meningkatkan
bagi Jerneah Haji aAar dalarn rnelqLsanaksn Ibadah Hqii

berjala::. dengan aman, tertib, lancar dan nyaman.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatuf d6la'rr ttraturan Dacrah ini mcliputi :

a. penyelenggaraan;

b. pelayanan, dan;

c. pengamanan dan Pengawalan.

BAB II
PENYELENGGARAAN HAJI DI DAERAI{

Pasal 4

(1) Bupati adalah kmrdinator penyelenggara lbadah Heii di t(abupaten.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membcntu& ppIHD yarrg
melibatkan
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a. Kaltor Kementerian Agama;

b. Instansi Vcrtikal Terkait; dan

c. Pemerintah Kabupaten.

Untuk met{amin kelancaran pel,aksananasn Penyelenggaraan Ibadah

Haji di Kabupaten.

(3) Kepala Kantor Kementerian Agema Kabupaten Musi Rawas adalah

sebagai Kepala Staf (Kastaf) Penyelenggaraan lbadah Haji, dan l(asi
Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai Sekretaris Panitia
Penyelenggara Haji Daerah;

(4) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai Tugas :

a. merencanakan, melakselalan, mengaralrkan dan mengend.likqn
pcidksanaan pemt elengkriteri dart pcmuling{rn jc'ii6ih haji;

b, Melalsanakan koordinasi petrakeanaan operasional ibadah haji di
daerah;

c. memberikan pembinaaa; dan

d- menyrsun dan menyampa.ikan laporan pertanggrmgiawaban

pelaksanaan pemberangkatan dan pemlrlangan hdi.

(5) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudatr tcrbentuk
minimal lama 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan pertama dari
Embarkasi,

(6) PPIHD sebagaimana diaaksud pada ayat (2) dafam mctaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

(U Untuk kelancaran, kenlamanan dan kemudahan jemaah hqii dalsm
melalsanakan ibadah haji, Bupati mengangkat petugas Hqii Darrah
yarrg menyertai jernaah haji.

(2) Petugas Haji Daerah se@aimana dimaksud pada ayat (1) tcrdirt dari ;

a. TPHD yang bertugas memberikan layanan umum dan/atau
ibadab dan

b. TKHD.

(3) Petugas Hqji sebagaimana dimaksud pada ayat (g) harus memenuhi
persyarat€n kompetensi, inetgritas d61 d6rtilrqqi yang dilakukan
melalui seleksi secara professional sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

5.
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(4) Penentuan penrgas haji sebagaimana rlirnaksud pada ayat {4)

dilaksamkan oleh Tim Seleksi ysrrg dibentuk oleh Bupati dan

diusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk memperoleh

kuota keberangkatan tahun berjalan.

BAB IV

PEI,AYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Eajib memberikan pelayanan bagi J€maah Haji
meliputi :

a. pemeriksaankesehatau

b. pembekalan atau manasik haji; dal
c. transportasi, konsumsi, serta atribut daerah.

(2) PPIHD bertanggung jawab mengantar Jemaah Hqii yang meninggal
dunia atau sakit melewati batas waldlr yang telah ditentuksr dari
embarkasi atau debarkasi ke domisili-

Bagial Kedua
pellleriksa Kesehatan

Pasal 7

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana .ti"naLsud .talqh pasal 6 ayat (U
huruf a dilaksanakan oteh persngkat Daerah yang acmbidangi urusan
kesehatan.

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimqksud pada ayat (1) dalam
pelaksanaan pemeriksaan dapat membenh:k Tim pcmeriksa
keeehatan aesuai dengan ketenhrsn peratr:ran yeng berlaku.

(3) Tim pem.eriksa kesehatan sebagaimana di'n.k$id ayat (2f bertugae
melakukaa pemeriksaan kesehatan dasar dan peEeriksasn kcsehatan
lanjutan pada jemaah secara menyeluruh, ineliputi;

a. pemeriksaan fisik;
b. pemeriksaan laboratoriurn;

6\
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Pasal 8

Pelayallarl pemeriksaan kesehatan sebagaimana rrirneksucl dqlern

Pasal 7 ayat (3) yang menimbulkan beban retribuei dibebaakan dari
pungutan.

Bagian Ketiga

Pembekalan

pasal 9

Pembekalan scbagaimana dirhrksud dalam Pasal 6 ayat (l) hurul b,
ditakialirikdn oLh Feningkat Ddanih jdnd EarnbidriiiBi iinisd(l
keagamaart.

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaam
sebagairnena dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim
Pembekalafl dalam mel,aksanakan pembekalan.

Tim sebagaimana dirnrksud pada aya.t (2) bettugas melaksanakan
pembekalan terkait dengan peteksqrraan lbadah Hqii kepeda JeDaah
Haji Kabupaten.

Bagian Keempat

Transportasi dan Atribut Daerah

pasal l0
(1) Transportasi bagi Jemaah Haji berfi.ljuan untuk membantu dan

meringa-rikrin liabegian betiai,n biaya irlldn Jcdiariti llaji ricitri
terlaksansnya penyelenggaraan Ibadah Haji aecara am.m, tancar dan
nyaman.

(2) Pelaksanaan transportasi Jemaah Hqii sebagaimana rtitneksld .telsm
Pasal 6 ayat (f) huruf c, diselengarakan oleh perangkat Daeratr yang
membidangi urusan keagama,an.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi
aalt{igaiiiiiriiia diiiiak-iiial paai eyat ,(1) inafiEaEtut Ti6
Pemberangkatan dan pemulangan unh,rk pelaksanaan tralsportasi.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhrgas melaksanakan
grersiapan dan pel,aksanaan transportasi peEberangkatsn Jemaah Haji
dari Kabupaten ke Embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari
Debarkasi ke l(abupaten.
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(5) Dalam pBmberangkatan haji setiap jemaah harus menggun &an

atribut Kabupaten yang berupa logo l(abupaten dan idcntitas lainnya.

Pasal 1 1

Tlansportasi Jemaah Haji sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1O ayat

(3) dapat menggunakan trarEportasi udara dan atau transportaai

darat.

Ketentual lebih lanjut mengenai alat transportasi yang digunakan

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditctapkan olch Bupati.

BAB V

PENGAMANAN DAN PENGAUTAI,AN

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan dikoordinasikan oleh

Peralgkat Daerah dsn istansi yang mcmbidangi utusan keaaaEaan.

(2) Bupati membentuk Tim Pengamanan dan Pcngawalan untuk
melaksa.nakan pengamanan dan pengawalan scbagaimrina dimalsud

pada ayat (1);

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. unsur Kepolisian;

b. Unsur TNI

c. Unsur Satuaa Polisi PaEong Praja dan;

d. Unsur Dishub-

BAB VI

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya yang dibutuhkan dalan Penyelengaraan Ibadah Haji di
Daafah aliangEailnnii .laEin AliEefan Pen(lnirdten aleji B6l6nja Daaiali
Kabupaten.

Datarn hal biaya sebagaiman dimaksird pada ayat (f) ddak
terakomodir penuh dalam Ahggaran Pendapatan dan Betranja Daerah

Kabupaten berkenaan, rhake kekurangan tersebut dapat dibebankan

dan dipungut kepada Jemaah Hqii.

Besaran serta rincian biaya dirnoksud pada ayat (2)

ditetapkar oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

(1)

{2\
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BABVII

KETENTUAN PENUTUP

Passl 14

.

Daerah ini dengan peneEpatannya daf-- Lernbaran Dacrah Nabupatcn

I{usi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggaf r, ftAPUBPt 2Ol9

I RAV/AS

GI'NAUIAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal rs fgBeusct 2ot9
q. SEKREfARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

LEMBARAN DAERAH XABUPATEN MUSI MWAS TAHIJNIZOTS'.WOTTAON E

NOREG PERATUMN DAERAH KABI,'PATEN MUSI RAU/AS PROVINSI
SUMATERA SELA?AN ( _ l2otgl

Perah.ran Daeral. ini mulai bcrlaku pada tanggaf diundanglan. egar

setiap orang memerintah&an perEunaangan Paaturan

9
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PENJEI,ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABIJPATEN MUSI RAII/AS

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEIVYELENGARAAN IBADAH HAJI DI KABI,'PATBN MUSI RAV/AS

1. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun islaE !gti"r,e yang rrqiib dilaksaaakan bagi
setiap orag istram yang memenuhi syarat, baik sccara linancial, frsik
maupun mental sekali eeumur hidup. Disamping itu, kea€rnpataa uatuk
menunaikan ibadah haji yang semakin terbates juga menjadi sryarat
dalam menunaikan kewajiban ibadah haji.

Sehubungan degan haf teisebut, pen5relenggaraan ibadah hqii tcfus
didasrkan pada prinsip keadilan untuk mcrapcnolch kcscrnpatan yang
sa.ala bagi setiap warga Negara Indonesia yang bcragama islam,

Berdasarkan undang-utrdang Nomor 19 Tahun 2OOg teirtang
Penyelenggaraan Haji ditegaskan bahwa transportasi haji kc enbarkasi
dan dari dcbaskas,i mcnjadi tangung jawab Fcmetintah Dacrah anorr,t
tersebut diperlukan peraturan Ent€ng penyelenggaraan ibadah haji di
Daerah dengan peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan haji di Da.rah ri'''rksrr .rq
agar Penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dilaleana&an bcdasalkan
azas kemanusiaan, keadilan, professional, kepastian, dan akuntabittas
dengan prinsip nidaba.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jel,as

Pasa] 3

Cukup Jelas

Fasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

l0



Ayat (2)

tnetan i vertlal adahlt pqaagkat dari lc@latrdao eidr kdSB
Peaerintah Non Kcocntclian ttdek tcrlocualt T?{I dsa ROffi[ yog
m€rapunl,af Unglurgan hrrja di wilryah K.hpat!6 Uud Rawus

Ayat (3)

C\*up Jclas

Ayat (4)

C\rkup Jclao

Pasal 5

C\krp Jclas

Pasel 6

C\:kup Jelar

Pasal 7

Cukup Jclas

Peld E
Cukup Jclas

Pasal 9

Cukup t clat

Pasal 10

Ayat (l)
Cukr.rp Jclas

.A{/at {2)

Cuhrp Jelae

Ayat (31

Embarkari atau dcbartaci yarog ,rirlrt q!4 !d,t.h pdrtildldn {&
baadara terrFat cobarhd ahu &artard
Pa6aI I f
Cukup Jclae

Pasal 12

Cukup Jclas

Paoal 13

C\rkup Jclaa

Pasal 14

Cukup Jchs



Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN TEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHI.IN

2019 NOMOR
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